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Skripsi ini berjudul "Larangan Menikah pada bulan Jumadil Akhir di 
Masyarakat Korong Sialangan Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan 
V koto Timur Kabupaten Padang Pariaman”. Penelitian ini mengkaji tentang 
adat larangan menikah pada bulan Jumadil Akhir (bulan caghai) di Masyarakat 
Korong Sialangan Kenagarian Gunung Padang Alai KecamatanV Koto Timur 
Kabupaten Padang Pariaman. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah 
adanya anggapan masyarakat bahwa pernikahan yang dilangsungkan pada bulan 
ini tidak akan lama alias mudah bercerai serta anggapan akan hal-hal buruk 
lainnya. Sementara dalam Islam tidak dikenal yang demikian. Tujuan diadakan 
penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana adat atau tradisi ini jika dilihat 
dari sudut pandang Islam. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 
dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari 
informan yang dipilih serta beberapa dokumentasi dari niniak mamak dan catatan 
dari KUA setempat terkait waktu melangsungkan pernikahan. Informasi serta 
keterangan dari informan ini sekaligus merupakan sumber data primer dari 
penelitian ini. sementara sumber data sekundernya didapat dari literasi-literasi 
kepustakaan dan beberapa kajian terdahulu yang dianggap relevan. Adapun 
analisis yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode analisis kualitatif. 
Berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan, diketahui bahwa 
larangan ini sudah ada sejak turun temurun dan dipercayai oleh masyarakat. 
sementara itu. Pernikahan yang diilakukan dalam bulan ini dikelai sanksi moral 
berupa gunjingan-gunjingan orang sekitar serta sanksi adat berupa 10 sak semen. 
Menurut tinjauan hukum Islam, Penulis berkesimpulan bahwa adat larangan 
menikah ini boleh dilakukan asalkan masyarakatnya meyakini bahwa segala 
bentuk kesialan ataupun perceraian yang terjadi datangnya dari Allah semata, 
bukan karena Bulan Caghai-nya. Akan tetapi, jika masyarakat setempat meyakini 
bahwa perceraian yang terjadi akibat menikah di bulan ini datang dari bulannya; 
bukan dari Allah, maka kepercayaan seperti ini dapat menjerus kepada 
kemusyrikan dan bertentangan dengan syarat diterimanya suatu ‘urf. Adat ini 
pada dasarnya sulit dihilagkan karena telah dijalankan dan diakui secara 
menyeluruh oleh masyarakat Korong Sialangan. Untuk itu, agar adat larangan 
menikah ini dapat dijadikan hukum, maka adat ini memerlukan adanya perbaikan. 
 




Segala puji dan syukur hanya bagi penguasa alam raya Allah SWT atas 
rahmat, hidayah, kesehatan dan karunia-Nya sehingga Penulis akhirnya mampu 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 
sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). 
Menurut syara‟ pernikahan atau perkawinan adalah akad yang membolehkan 
bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan 
bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.
1
 
Pernikahan yang sah menurut hukum Islam adalah pernikahan yang 
telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang dimaksud dengan rukun nikah 
adalah bagian-bagian utama dalam suatu akad nikah, yang apabila bagian 
utama itu tidak terdapat, maka pernikahan itu menjadi tidak sah. Mengenai 
rukun dan syarat nikah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama 
mazhab. Namun menurut jumhur rukun nikah terdiri dari akad, kedua 
mempelai, wali, dan saksi. Apabila salah satu unsur ini tidak ada maka 
perkawinan tersebut dianggap tidak sah.
2
 
Di samping itu pernikahan yang sah juga harus terlepas dari segala hal 
yang dapat menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan 
larangan perkawinan. Larangan perkawinan disebutkan dalam ayat 22-23 An-
Nisa yakni mencakup larangan mengawani perempuan untuk selamanya 
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(mu‟abbad) dan larangan yang bersifat sementara (mu‟aqqad). Selain itu 
dikenal pula beberapa pernikahan yang dilarang dalam Islam. Ibnu Rusyd 
dalam kitabnya, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, menjabarkan, 
terdapat empat jenis pernikahan yang secara tegas dilarang oleh agama. 
Keempatnya adalah nikah syighar, nikah mut‟ah, meminang atas pinangan 
orang lain, dan nikah muhallil.
3
 
Di masyarakat Korong Sialangan Kenagarian Gunung Padang Alai 
Kecamatan V Koto Timur kabupaten Padang Pariaman dikenal adanya  
larangan menikah pada bulan Jumadhil Akhir (bulan Caghai). Menurut 
masyarakat setempat serta tokoh adatnya, pernikahan yang dilangsungkan 
pada bulan ini diyakini tidak akan bertahan lama (mudah bercerai) dan akan 
membawa sial (pantang). 
Sementara itu dalam Islam semua hari/ bulan adalah baik dan 
mempunyai kemuliaan sendiri-sendiri serta secara tekstual tidak ada satupun 
nash baik itu al-Qur‟an ataupun al-Hadits yang menyuruh atau melarang 
menikah pada Bulan Jumadil Akhir. Hanya saja ada hadits yang mensinyalir 
tentang pelaksanaan akad nikah seperti: anjuran menikah pada bulan Syawwal 
dan Shafar dan dilarang menikah ketika ihram. 
ثََْا  اىيَّفْعُ ىُِضٍٍَْٕش، قَاََل:َحذَّ َٗ ُِ َحْشٍب،  ٍُْش تْ ُصَٕ َٗ ٍْثَحَ،  ُِ أَتًِ َش ثََْا أَتُ٘ تَْنِش ْت َحذَّ
 ِْ جَ،َػ َٗ ِِ ُػْش َْْؼْثِذ هللاِ ْت ٍَّحَ،َػ ٍَ
ُ اِػٍَو ْتِْأ ََ ِْ إِْع ، َػ ُ ثََْا ُعْفٍَا ِمٌٍغ، َحذَّ َٗ
َْْؼائَِشحَ،قَاىَْد:  جَ،َػ َٗ َخًِْ »ُػْش َّٗ اٍه، ذََض َّ٘ ٌَ فًِ َش َعيَّ َٗ  ِٔ ٍْ َسُعُ٘ه هللاِ َصيَّى هللاُ َػيَ
 ِٖ اٍه، فَأَيُّ َِّغاِء َسُعِ٘ه اىي َّ٘ تََْى تًِ فًِ َش َْْذُٓ َصيَّىَٗ َُ أَْحظَىِؼ ٌَ َما َعيَّ َٗ  ِٔ ٍْ اهللُ َػيَ
؟ ًِّْ اهٍ «ٍِ َّ٘ ُْ ذُْذِخَو َِّغاَءَٕا فًِ َش َماَّْد َػائَِشحُ ذَْغرَِحةُّ أَ َٗ  ، قَاَه: 
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Shaybah, dan 
Zuhair ibn Harb, dan kata Zuhair, dia berkata: Telah menceritakan 
kepada kami Waqi‟, telah menceritakan kepada kami Sufian dari 
Ismail bin Umayyah dari Abdullah bin „Urwa dar „Urwa, dari 
„Aisyah, dia berkata: “Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam 
menikahiku di bulan Syawwal, dan membangun rumah tangga 
denganku pada bulan syawwal pula. Maka isteri-isteri Rasulullah 
Shalallahu „alaihi Wassalam yang manakah yang lebih beruntung di 
sisinya dariku?” (Perawi) berkata, “Aisyah Radiyallahu „anhaa 





Di dalam hadits tersebut tidak ada perintah atau larangan menikah 
pada Bulan Jumadil Akhir. Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa menikah 
pada Bulan Syawwal dan Shafar adalah sunnah. Sementara untuk pernikahan 
pada bulan Jumadil Akhir tidak ada satupun  nash yang menganjurkan maupun 
melarang untuk itu. 
Demikian halnya dengan larangan perkawinan yang terdapat dalam 
pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal ini juga tidak jauh berbeda dengan 
larangan perkawinanan yang di atur dalam Islam. Kedua dalil hukum ini 
(hukum Islam dan hukum positif) pada dasanya sudah bisa dipatuhi 
masyarakat dan sudah sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Larangan 
menikah yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif hanya berkaitan 
dengan hubungan individu dengan individu lain, tidak ada berkaitan dengan 
waktu atau keadaan. Kecuali memang ada dalil yang melarang nikah pada 
waktu tertentu yaitu, misalnya pada saat ihram umrah atau haji. 
Diriwayatkan dari Utsman bin Affan ra. ia berkata, Rasulullah saw. 
bersabda; 
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ثََْا ُِ ٌَْحٍَى، قَاَه:َحذَّ ِْ َّافٍِغ، َؼيَىقََشْأذُ  ٌَْحٍَى ْت اىٍِل، َػ ٍَ َُّ ٍْٕة، أَ َٗ  ِِ ِٔ ْت ٍْ ِْ ُّثَ َػ
شَ  ََ َِ ُػ ٍِْذ هللاِ، ْت ُْ ٌُ  ُػثَ َج طَْيَححَ ْتَْ أََساَد أَ ِّٗ شَ َض ََ ْْدَ ُؼ ٍٍْش، فَأَْسَعوَ   َشٍْثَحَ   تِ ِِ ُخثَ  ْت
َُ تْ  إِىَى َُ  ِِ أَتَا ا ََ َُ  ٌَْحُضُش َرىِلَ  ُػثْ ا ََ ْؼُد ُػْث َِ : َع ُ ، فَقَاَه أَتَا ٍُش اْىَححِّ ٍِ َ٘ أَ ُٕ َٗ
َعيَّ  َٗ  ِٔ ٍْ ، ٌَقُُ٘ه: قَاَه َسُعُ٘ه هللاِ َصيَّى هللاُ َػيَ َُ َِ َػفَّا :ْت ًُ،ََل »ٌَ ْحِش َُ ُ اْى ََل  ٌَِْْن َٗ
ََل ٌَْخطُةُ  َٗ  ، ُ َْْن ٌُ 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; 
Saya membaca di hadapan Malik dari Nafi' dari Nubaih bin Wahb 
bahwaUmar bin Ubaidillah hendak menikahkan Thalhah bin Umar 
dengan putri Syaibah bin Jubair, lantas dia mengutus seseorang 
kepada Aban bin Utsman agar dia bisa hadir (dalam pernikahan), 
padahal dia sedang memimpin Haji, lantas Aban berkata; Saya 
pernah mendengar Utsman bin Affan berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang sedang berihram 





Berdasarkan pemaparan di atas Penulis tertarik untuk meneliti lebih 
dalam mengenai larangan menikah di Bulan Jumadil Akhir pada masyarakat 
di Korong Sialangan Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto 
Timur Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari hukum Islam. 
 
B. Batasan Masalah 
Agar penelitian lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan, 
maka Penulis membatasi hanyaterkait analisis hukum Islam terhadap larangan 
kawin di bulan Jumadil Akhir pada masyarakat korong Sialangan. 
 
C. Rumusan Masalah 
1. Apa yang melatarbelakangi adanya larangan menikah pada Bulan Jumadil 
Akhir di masyarakat Korong Sialangan? 
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2. Bagaimana bentuk larangan menikah pada Bulan Jumadil Akhir di 
masyarakat Korong Sialangan? 
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan 
Jumadil Akhir tersebut? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan munculnya larangan 
pemikahan pada bulan Jumadil Akhir pada masyarakat di Korong 
Sialangan Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur 
Kabupaten Padang Pariaman. 
b. Untuk mengetahui bentuk larangan menikah pada Bulan Jumadil Akhir 
di masyarakat Korong Sialangan. 
c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah 
pada bulan Jumadil Akhir pada masyarakat di Korong Sialangan 
Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten 
Padang Pariaman. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri  Sultan Syarif  Kasim Riau. 
b. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan penulis tentangtinjauan hukum 
Islam terhadap larangan menikah pada bulan Jumadil Akhir pada 
masyarakat di Korong Sialangan Kenagarian Gunung Padang Alai 
Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. 
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c. Sebagai  informasi  dan  sumbangan  bagi  akademik,  masyarakat, 
pemerintah dan pembaca lainya. 
 
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu 
Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan 
dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain, di antaranya: 
1. Skripsi yang ditulis oleh Zainul Ula Syaifuddin: Adat Larangan Menikah 
di Bulan Suro Perspektif „Urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan 
Poncokusumo Kabupaten Malang). Kesimpulan dari skripsi ini ialah 
ketika dikaitkan dengan hukum Islam yaitu dilihat dari kacamata „urf 
menurut hukum asalnya itu boleh, namun menjadi haram ketika 
kebanyakan masyarakat setempat meyakini bahwa menikah di bulan Suro 
dapat menimbulkan sial atau naas bahkan menentukan keberlangsungan 
hidup atau nasib kedua mempelai. Selain iu juga mengandung unsur 
kesyirikan, karena mengandung kepercayaan pada kekuatan selain Allah 
yang dapat menentukan nasib manusia.
6
 
2. Skripsi yang ditulis oleh Wildan Fauzan: Larangan Perkawinan di Bulan 
Takepek dalam Tinjauan „Urf. Tulisan ini berkesimpulan bahwa Hasil 
tinjauan „Urf menurut syarat dan macamnya larangan nikah di bulan 
Takepek termasuk „Urf shahih jika masyarakatnya berkeyakinan bahwa 
yang mendatangkan musibah, celaka adalah semata-mata hanya dari Allah 
SWT, namun menjadi „Urf fasid ketika kebanyakan masyarakat setempat 
                                                 
6
Zainul Ula Syaifuddin,  “Adat Larangan Menikah di Bulan Suro Perspektif „Urf (Studi 
Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”, (Skripsi: UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang, 2017). 
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meyakini bahwa menikah di bulan Takepek dapat mendatangkan musibah 
bahkan menentukan keberlangsungan hidup keluarga yang menikah di 
bulan tersebut. Selain itu juga mengandung unsur kesyirikan, karena 




3. Skripsi yang ditulis oleh Aneka Tri Puji Lestari: Tinjauan „Urf Terhadap 
Adat Larangan Menikah Pada Bulan Selo di Desa Ngasinan Kecamatan 
Jetis Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini berkesimpulan bahwa larangan 
menikah di bulan Selo ataupun sanksi yang diterima bagi pelanggar 
larangan menikah ini termasuk kepada „urf shahih. Masyarakatnya 
berkeyakinan bahwa yang mendatangkan musibah, celaka adalah semata-
mata hanya dari Allah SWT. Bukan dari bulan selonya. Bulan Selo hanya 
sebagai perantara saja dan tetap menganggap bulan Selo termasuk bulan 
yang baik juga. Sehingga tidak menimbulkan syirik serta tidak 
bertentangan dengan syariat Islam.
8
 
4. Skripsi yang ditulis oleh Fasry Heldha Dwisuryati: Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Larangan Mneikah Pada Bulan Safar di Masyarakat 
Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan. Kesimpulan dari skripsi ini 
ialah pada dasarnya larangan menikah di bulan safar ini bersifat mubah 
sehingga boleh dilakukan oleh siapa saja, akan tetapi yang kemudian harus 
diluruskan adalah pandangan-pandangan masyarakat tentang hal-hal 
negatif yang muncul karena pengaruh buruk bulan Safar, karena keyakinan 
                                                 
7
Wildan Fauzan, “Larangan Perkawinan di Bulan Takepek dalam Tinjauan „Urf”, 
(Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019). 
8
Aneka Tri Puji Lestari, “Tinjauan „Urf Terhadap Adat Larangan Menikah Pada Bulan 
Selo di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2019). 
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Dari tulisan tersebut di atas terlihat bahwa para penulis telah 
berusahamengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan larangan menikah 
pada bulan-bulan tertentu dalam Islam. Akan tetapi sepanjang pengetahuan 
penulis, permasalahan tentanglarangan menikah pada bulan Jumadil Akhir di 
mayarakat Korong Sialangan Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V 
Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman menurut hukum Islam belum pernah 
diteliti orang, karena itulah dilakukan penelitian ini. 
 
F. Metode Penelitian 
Metode penelitian didefenisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang 
terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis 
maupun teoritis. Dikatan sebagai sebagai „kegiatan ilmiah‟ karena penelitian 
dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. „Terencana‟ karena penelitian harus 




Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk 
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Fasry Heldha Dwisuryati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Mneikah Pada 
Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan”. (Skripsi: UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2007). 
10
J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia 
Kompas Gramedia Building, 2010), cet. ke-1, hal. 5. 
11
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
2019), cet. ke-1, hal. 2.  
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 
yaitu Penulis mencari data secara langsung pada lokasi penelitian 
kemudian hasil yang didapat dari penelitian ini dijadikan sebagai data 
utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif 
analisis, yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai 
dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Korong Sialangan, Kenagarian Gunung 
Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. 
3. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Korong Sialangan 
Kenagarian Gunung Padang Alai, karena mayoritas masyarakat masih 
sangat percaya dan menjujung tinggi adat tentang larangan nikah pada 
bulan Jumadil Akhir, sedangkan objek penelitiannya adalah larangan 
menikah pada bulan Jumadil Akhir pada masyarakat di Korong Sialangan 
Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten 
Padang Pariaman ditinjau dari hukum Islam. 
4. Populasi dan Sampel 
Prof. Dr. Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif, 
Kualitatif, dan R&D menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak 
menggunakan populasi, karena dalam penelitian kualitatif berangkat dari 
kasus, (atau fenomena tertentu yang menarik untuk diteliti) yang ada pada 
situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke 
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populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasis sosial yang 
memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. 
Sampel dalam dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, 




Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan istilah informan 
sebagai sampel penelitian. Informan penelitian kualitatif yaitu informan 
penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan 
yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan 
bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Adapun informan dalam 
penelitian ini ialah 8 orang yang terdiri dari 3 orang tokoh adat, 2 orang 
bundo kanduang, 1 orang pegurus KAN (Kerapatan Adat Nagari), serta 2 
orang ulama. 
5. Sumber Data 
a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan 
data kepada pengumpul data.
13
 Dalam penelitian ini data primer 
diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan 
beberapa informan yang telah Penulis sebutkan di atas. 
b. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 
atau lewat dokumen.
14
 Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 
melalui studi kepustakaan yang berupa bahan seperti buku ataupun 
                                                 
12
Ibid., hal. 286. 
13
Ibid., hal. 296. 
14
Ibid., hal. 296. 
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tulisan-tulisan yang berhubungan dengan analisis hukum Islam 
terhadap larangan menikah pada bulan-bulan tertentu di masyarakat. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 
data.
15
 Adapun teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan dalam 
penelitian ini sebagai berikut. 
a. Observasi, dalam penelitian ini Penulis melakukan observasi terhadap 
pelaksanaan adat larangan menikah di bulan Jumadil Akhir pada 
masyarakat Korong Sialangan.  
b. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 
dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 
dalam suatu topik tertentu.
16
 Wawancara Penulis lakukan melalui tanya 
jawab langsung dengan beberapa informan yang telah Penulis 
tentukan.  
c. Studi kepustakaan, yaitu Penulis mengambil buku-buku referensi yang 
ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.
17
 Selain itu Penulis juga 
menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi 
dengan masalah yang diteliti. 
d. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam 
bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data 
                                                 
15
Ibid., hal. 296. 
16
Ibid., hal. 304. 
17
Emzir, Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2010), cet. ke-1, hal. 14. 
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yang ada dalam masalah penelitian.
18
 Dalam penelitian ini Penulis 
menggunakan dokumen serta beberapa catatan dari ninik mamak dan 
KUA Kecamatan V Koto Timur terkait waktu melangsungkan 
pernikahan. 
7. Teknik Analisis Data 
Analisis  data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang 
lebih mudah dibaca dan diinterpretasi.
19
 Metode analisis data yang sesuai 
dengan penelitian ini adalah denagn menggunakan metode analisis 
deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan 
akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang diteliti. 
Penerapan metode ini yaitu dengan mendeskripsikan praktek larangan 
menikah pada bulan Jumadil Akhir tersebut dengan hukum Islam. 
8. Metode Penulisan 
a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas 
berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa. 
b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik 
kesimpulan yang bersifat khusus. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Demikian untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan 
ini, penulisan ini dibagi dalam lima bab yang semuanya itu merupakan satu 
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
                                                 
18
Ibid., hal. 141. 
19
Masri Singarimbun, Metodologi Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 1997), cet. ke-1, 
hal. 63. 
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BAB I  : PENDAHULUAN 
  Bab ini merupakan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi 
dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti mencakup Latar 
Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 
dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Penelitian 
Terdahulu, serta Sistematika Penulisan. 
BAB II  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
  Bab ini meliputi geografis dan demografis, agama, dan adat 
istiadat di Korong Sialangan Kenagarian Gunung Padang Alai 
Kecamatan V Koto Timur.  
BAB III  : TINJAUAN UMUM TETANG LARANGAN NIKAH 
DALAM ISLAM DAN ‘URF 
  Dalam bab ini Penulis akan membahas tentang tinjauan umum 
tentang larangan menikah dalam islam dan „urf. 
BAB IV : LARANGAN MENIKAH PADA BULAN JUMADIL AKHIR 
DI MASYARAKAT KORONG SIALANGAN 
KENEGARIAN GUNUNG PADANG ALAI KECAMATAN 
V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN 
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM 
  Bab ini berisi latar belakang adanya larangan menikah pada bulan 
Jumadil Akhir di masyarakat Korong Sialangan Kenagarian 
Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto timur ditinjau dari 
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hukum Islam, sekilas tentang tradisi menjelang pernikahan di 
korong tersebut, serta analisis hukum Islam terkait larangan itu. 
BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 
  Dalam bab ini Penulis membahas kesimpulan dan saran yang 
mungkin bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat di Korong 







TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Korong Sialangan Nagari Gunung Padang Alai  
1. Sejarah Korong Sialangan dan Nagari Gunung Padang Alai 
Sialangan berasal dari kata sia dan langan. Dalam bahasa 
Indonesia, sia berarti terbakar, dibakar dan langanberarti lengan (tangan); 
artinya lengan yang terbakar (tidak sengaja). Menurut cerita yang beredar, 
nenek moyang masyarakat Sialangan berasal dari Nagari Darek (daerah 
kaki Gunung Marapi). Orang zaman dahulu suka mencari daerah baru 
untuk ditempati dan dijadikan sumber mata pencaharian, maka 
menyebarlah mereka (nenek moyang dari daerah darek tersebut) hingga 
sampai di suatu daerah yang baru (belum memiliki nama).  
Daerah tersebut masih berupa hutan belantara dan belum terjamah 
sehingga untuk bisa ditempati, daerah tersebut harus di sia(dibakar) 
terlebih dahulu. Saat membakar tersebut, tanpa sengaja apinya mengenai 
lengan (tangan) salah seorang yang membakar itu. Karena daerah tersebut 




Sementara nagari Gunung Padang Alai sendiri dinamakan 
demikian karena letaknya yang berdekatan dengan Gunung Tigo, dan 
Padang Alai sendiri berasal dari pertanyaan-pertanyaan orang, sudah 
Padang Siminyak (daerah sebelum Padang Alai kalau dari Pariaman) 
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Padang a lai? (setelah Padang Siminyak, Padang apa lagi?). Berdasarkan 
hal tersebut, daerah yang tadinya belum memiliki nama kemudian 
dinamakan Gunung Padang Alai.
21
 Adapun daerah Padang Pariaman 
sendiri dalam tambo dikatakan sebagai daerah luhak. 
2. Kondisi Georafis 
Korong Sialangan merupakan salah satu dari sembilan korong di 
Nagari Gunung Padang Alai. Nagari Gunung Padang Alai sendiri secara 
geografis merupakan salah satu Nagari terluas yang posisinya berada pada 
bagian Utara Kabupaten Padang Pariaman. 
Berdasarkan data terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Bina 
Program Direktorat Jendral penyiapan Pemukiman Departemen 
Transmigrasi 2003 bahwa ketinggian daerah Nagari Gunung Padang Alai 
berada pada 100 – 250 m  dengan suhu berkisar 25 °C sampai dengan 
30°C 9 (iklim sedang), permukaan tanah umumnya dataran, berbukit-bukit 
dan berlembah. 
Secara Administratif Pemerintahan Nagari Gunung Padang Alai 
berbatasan dengan : 
- Sebelah Utara  : Nagari Malalak Barat . 
- Sebelah Selatan : Nagari Kudu Ganting 
- Sebelah Timur : Nagari Padang Sago 
- Sebelah Barat  : Nagari Cimapago/ Sikucur
22
 
Secara Administratif Luas Nagari Gunung Padang Alai adalah 
13.675 Ha yang terdiri dari 9 Korong. Secara geografis Nagari Gunung 
Padang Alai pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai 








daerah Perkebunan dan perdagangan karena posisi strategisnya berada 
pada pusat Kecamatan V Koto Timur dan  berdampingan dengan 
kabupaten Agam tidak jauh dari Kota Pariaman. 
3. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk 
Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar 
merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan 
apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai 
kodrat, keahlian dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila 
jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan 
dikendalikan secara bijak dan terencana bahkan akan menjadi beban 
pembangunan.  
Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Laporan Pengiriman 
Mutasi Penduduk Nagari Kudu Ganting tahun 2008 bahwa jumlah 
penduduk sebesar 5.080 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
sebagai berikut. 
Tabel II.1 
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Nagari  






1 Padang Alai 691 715 0.24 
2 Sialangan 301 344 0.43 
3 Patamuan  495 541 0.46 
4 Koto Tinggi 902 1064 1.62 
5 Kayumudo 501 541 0.4 
6 Kayu Angik 254 288 0.34 
7 Batang Piaman 780 866 0.86 
8 Kampung Tanjung 175 195 0.2 
9 Gunung 391 450 0.59 
 Jumlah 7.898 5.642 5.6 




Nagari Gunung Padang Alai dengan jumlah penduduk sebesar 
5.512 jiwa adalah merupakan daerah terbesar jumlah penduduknya bila 
dibandingkan dengan Nagari lain di Kecamatan V Koto Timur, terlihat 
dari jumlah penduduk Kecamatan V Koto Timur 14.563 jiwa 38.74 % 
adalah penduduk Nagari Gunung Padang Alai. Selanjutnya bila dilihat dari 
tingkat pertumbuhan penduduk Nagari Gunung Padang Alai pada dasarnya 
mempunyai laju pertumbuhan penduduk relatif kecil yaitu 5.6% pada 
tahun 2008. 
4. Sosial Budaya 
Tabel II.2 
Kondisi Sosial Budaya Nagari  
Gunung Padang Alai 
 
No. Uraian Jumlah  Keterangan 
1. Kependudukan 
a. Jumlah penduduk (jiwa) 
b. Jumlah KK 
c. Jumlah laki-laki 







Jumlah laki-laki usia 0-
15 tahun  = 1.269, 16-55 
tahun = 1.940, di atas 55 
tahun = 678. 
Jumlah perempuan usia 
0-15 tahun = 1.105, 16-
55 tahun = 1.989, di atas 
55 tahun = 917. 
2. Kesejahteraan Sosial 
a. Jumlah KK prasejahtera 
b. Jumlah KK sejahtera 
c. Jumlah KK kaya 
d. Jumlah KK sedang 









3. Tingkat Pendidikan 












4. Mata Pencaharian 











No. Uraian Jumlah  Keterangan 
c. Peternak 
d. Pedagang 
e. Tukang kayu 





k. Perangkat nagari 
l. Pengrajin 
m. Industri kecil 































adanya 13 mesjid dan 94 
mushalla 
 Sumber Data: Kantor Wali Nagari Gunung Padang Alai 
Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :  
a. Kependudukan. 
Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia 
anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan 
lansia adalah sebagai berikut: 21% : 61% : 18%. Dari 2084 jumlah 
penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan 
perempuan jumlahnya hampir sama/ seimbang. 
b. Kesejahteraan 
Jumlah KK Sedang mendominasi yaitu 29,2 % dari total KK, 
KK pra sejahtera  24 %, KK sejahtera 17,9% KK Kaya 16,3%. dan KK 
Miskin  12,5%. Dengan banyaknya KK prasejahtera inilah maka 






c. Tingkat Pendidikan 
Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 
9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD 
dan SLTP mendominasi peringkat Pertama. 
d. Mata Pencaharian 
Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh 
tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa 
masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan 
menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak 
punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan buruh Pabrik. 
e. Agama 
Seluruh warga masyarakat Nagari Gunung Padang Alai adalah 
Muslim (Islam). Hal ini juga dibuktikan dengan tersebarnya 13 mesjid 
dan 94 mushalla di Nagari Gunung Padang Alai. Adapun korong 
Sialangan sendiri memiliki satu mesjid dan sekitar 20 an mushalla. 
Kegitan keagamaan di korong ini bisa dikatakan masih ada. Terbukti 
dengan masih adanya guru mengaji dan anak-anak mengaji di tiap-tiap 
surau (mushalla). Selain itu kegiatan wirid/ yasinan sekali dua minggu 
yang diadakan oleh ibu-ibu di Korong ini juga menandakan bahwa 
masyarakat di korong ini bisa dikatakan masyarakat yang agamis. 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aidi Nur selaku Pelaksana 
Tugas Wali Nagari Gunung Padang Alai, terdapat dua aliran keagamaan 
pada masyarakat korong Sialangan yaitu aliran Muhammadiyah dan 




bagian Barat dan Selatan, sementara Sialangan bagian Timur dan Utara 
banyak yang menganut aliran Atsariyah. Aliran Atsariyah ini ditandai 
dengan kebiasaan maniliak dalam menentukan awal Ramadhan ataupun 
awal Syawal. Mereka biasanya terlambat puasa satu hari dibanding aaliran 




B. Gambaran Umum Adat Istiadat dan Tradisi Pernikahan di Korong 
Sialangan Nagari Gunung Padang Alai 
Istilah adat berasal dari bahasa Arab yaitu “adah” yang artinya 
kebiasaan yaitu sesuatu yang sering diulang-ulang. Istilah Adat yang sama 
dengan kebiasaan disini atau pengertian kebiasaan dalam arti adat adalah 
kebiasaan yang normatif yang telah berwujud aturan tingkah laku yang 
berlaku di dalam masyarakat dan dipertahankan masyarakat. Oleh karena Adat 
adalah kebiasaan yang normatif dan dipertahankan oleh masyarakat, maka 
walaupun ia tidak terus berulang, pada saat-saat tertentu akan berulang dan 
harus dilaksanakan, dan apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan 
mengadakan reaksi. Selanjutnya perbedaan antara adat dan kebiasaan dapat 
dilihat dari pemakainnya, adat dipakai secara turun temurun sedangkan 
kebiasaan sudah berubah dan tidak turun temurun.
24
 
Adat istiadat yang berkembang di Gunung Padang Alai ini merupakan 
budaya yang berasal dari adat Minangkabau. Masyarakat setempat selain 
teguh dalam melaksanakan ketentuan agama Islam juga terkenal patuh dalam 
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melaksanakan ketentuan adat. Hal ini tercermin dalam keseharian masyarakat 
itu yang telah mengidentifikasikan antara Islam sebagai agama dan adat 
sebagai cerminan hidup masyarakat. Adat Minangkabau mempunyai empat 
tingkatan, yaitu sebagai berikut.  
1. Adat Nan Sabana Adat 
Yaitu adat yang sudah menjadi sunnatullah artinya adat yang sudah 
menjadi ketentuan dasar dan ketetapan Allah Swt., dan segala apa-apa 
hikmah yang diterima dari Nabi Muhammad Saw.
25
 Sehingga adat nan 
sabana adat ini banyak dicontohkan pada sifat alam, keadaan alam, 
perilaku manusia. Misalnya, air membasahi, burung berkicau, buah 
tumbuh-tumbuhan itu umumnya jatuh kepangkalnya, melompat sama 
patah ke bukit sama mendaki ke lurah sama menurun dan sebagai alat 
batin manusia untuk mempertimbangkan baik dengan buruk yang baik 
dipakai yang buruk dibuang.
26
 
Adat nan sabana adat, merupakan adat yang telah ditetapkan oleh 
Allah Swt. bagi makhluk-Nya. Adat yang tidak akan berubah-ubah 
sepanjang zaman. Adat nan sabana adat ini disebut juga dengan adat nan 
babuhua mati, nan tak lakang dek paneh, nan tak lapuak dek hujan (adat 
yang diikat mati, tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan)
27
 dan 
berlaku bagi seluruh daerah Minangkabau. 
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2. Adat Nan Diadatkan 
Merupakan adat yang diadatkan oleh nenek moyang yang 
menciptakan adat Minangkabau itu yang dikenal oleh orang Minangkabau 
secara turun temurun yakni Datuak Parpatih nan Sabatang dan Datuak 
Katumanggungan, aturan yang dibuat dan disepakati itu berlaku di seluruh 
alam Minangkabau.
28
Adat nan diadatkan ini yang tidak berubah salah 
satunya adalah sistem kekerabatan matrilineal (garis keturunan dihitung 
berdasarkan keturunan ibu).  
Falsafah adat alam Minangkabau juga termasuk ke dalam adat nan 
diadatkan, seperti falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah 
(adat yang berdasarkan agama dan juga berdasarkan al-Qur‟an).
29
 
Kedudukan seseorang sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, 
pegaturan ekonomi, cara-cara hidup sosial politik juga termasuk adat nan 
diadatkan. 
Adat nan diadatkan oleh nenek moyang tersebut disusun begitu 
rupa dengan mengambil contoh dan perbandingan dari ketentuan-
ketentuan alam takambang jadi guru (alam terkembang jadi guru) 
menjadikan alam sebagai guru. 
3. Adat Nan Taradat 
Adat nan taradat ini termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku di 
selingkar nagari atas hasil keputusan bersama atas keputusan atau mufakat 
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ninik mamak (para penghulu) dalam nagari. Yang terpenting apa saja yang 
menjadi keputusan bersama, keputusan mufakat adat. Kerapatan Adat 
Nagari (KAN) salah satu tugasnya adalah membuat kesepakatan nagari 
yang menyangkut kehidupan adat nagari untuk kepentingan bersama atau 
kepentingan umum. Dalam ungkapan adat adat sepanjang jalan, bacupak 
sapanjang batuang, lain lubuak lain ikan, lain padang lain balalang, lain 
nagari lain adatnyo, (adat Minangkabau tersebut sama tetapi 
pelaksanaannya berbeda tiap daerah).
30
 
4. Adat Istiadat 
Adat istiadat adalah adat kebiasaan dari suatu nagari atau suatu 
golongan, suatu kampung, suatu kaum, daerah dan tidak tetap seperti itu 
saja dari masa ke masa yang mengikuti pasang naik dan pasang surut 
situasi masyarakat
31
 seperti bunyi-bunyian, permainan, olahraga. Disebut 
dalam ungkapan adat “Nan taraso bamakan, nan barupo baliek, nan 
babunyi badanga” (yang terasa dimakan, yang berupa dilihat, yang 
berbunyi didengar). 
Adat nan teradat dan adat istiadat ini, oleh nenek moyang kita 
disebut dengan adat nan babuhua sintak dan berlaku di nagari masing-
masing dan adat ini boleh berubah, ditambah, dikurangi asal disepakati 
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Pada umunya upacara perkawinan di Kabupaten Padang Pariaman 
hampir sama dengan daerah lain di Sumatera Barat. Tetapi di daerah ini 
terdapat beberapa keunikan tersendiri, sebagai contoh berlakunya uang 
jemputan dan uang hilang. Setelah berlangsungnya upacara perkawinan 
terdapat suatu tradisi yaitu badantam/ badoncek dimana masyarakat dalam 
nagari ikut serta menyumbangkan sejumlah uang dengan tujuan 
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TINJAUAN UMUM TENTANG LARANGAN 
NIKAH DALAM ISLAM DAN ‘URF 
 
A. Pengertian Nikah dan Larangan Nikah 
Menurut bahasa, nikah diartikan adh-dhamm (berkumpul atau 
bergabung) dan al-ikhtilath (bercampur). Dalam bahasa Arab misalnya 
dikatakan:   ُذََْاَمَحْد األَْشَدش (Pohon-pohon itu kawin). Dimaksudkan ketika 
bergabung satu dengan yang lain. Atau jika dikatakan:  طَُش ََ َُ اى  األَْسضَ ََّن




Kata “nikah” di dalam bahasa Arab, menurut para ahli fiqih, dari para 
senior empat madzhab merupakan kata yang digunakan secara haqiqah 
(sebenarnya) dalam mengungkapkan makna akad, sedangkan digunakan 
secara majaz (kiasan) ketika mengungkapkan makna hubungan intim. Karena 
itu sudah masyhur di dalam al-Qur‟an dan hadis. Az-Zamakhsyari dari 
kalangan ulama madzhab Hanafi berkata, “Di dalam al-Qur‟an tidak ada kata 
nikah yang berarti hubungan, intim, kecuali firman Allah swt yang artinya, 
“Hingga dia kawin dengan suami yang lain.” (al-Baqarah/ 2: 230). Itu karena 
ada hadis sahih yang berbunyi, 
ٍْيَرَُٔ  ًْ ُػَغ ْٗ قِ  َحرَّى ذَُز
“Hingga kamu merasakan air spermanya.” 
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Maksudnya adalah akad nikah. Sedangkan makna hubungan intim diambil 
dari hadits di atas.
35
 
Adapun Moh. Rifa‟i dalam bukunya Fiqih Islam Lengkap 
menyebutkan bahwa nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan 
antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan 
menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.
36
 
Sementara larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang- orang 
yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yaitu perempuan-perempuan mana 
saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang lelaki atau sebaliknya laki-laki 
mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Semua itu 
dinamakan mawani‟ al-nikah (perkara-perkara yang menghalangi keabsahan 
nikah). 
 
B. Wanita yang Haram Dinikahi 
Ada dua jenis perempuan yang haram untuk dinikahi, yaitu 
pengharaman yang bersifat abadi dan pengharaman yang bersifat sementara. 
Menurut mazhab Maliki ada dua puluh lima jenis perempuan yang haram 
dinikahi selamanya. Yang berdasarkan hubungan nasab ada tujuh orang, yaitu: 
ibu, anak perempuan, bibi dari pihak ibu, saudara perempuan, bibi dari pihak 
bapak, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara 
perempuan, dan para perempuan yang memiliki posisi yang sama dengan 
ketujuh orang perempuan ini akibat hubungan sesusuan.
37
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Sedangkan yang berdasarkan hubungan perbesanan ada empat, yaitu: 
ibu mertua, saudara perempuan istri, istri bapak, dan istri anak. Juga para 
perempuan yang posisinya sama dengan posisi keempat perempuan ini akibat 
hubungan susuan, serta para istri Nabi saw., istri yang diceraikan karena li‟an 
(saling melaknat), dan perempuan yang dinikahi pada masa„iddahnya.
38
 
Sedangkan para perempuan yang haram dinikahi dalam jangka waktu 
sementara berjumlah dua puluh tiga orang, yaitu: perempuan yang telah 
murtad, perempuan non-muslimah yang bukan dari golongan ahli kitab, istri 
yang kelima, perempuan yang tengah berada dalam ikatan perkawinan dengan 
orang lain, perempuan yang tengah berada dalam masa „iddah, perempuan 
yang tengah berada dalam masa „iddah, perempuan yang tengah menjalani 
masa istibraa‟ (pembersihan rahim), perempuan yang tengah hamil, istriu 
yang ditalak tiga, budak perempuan milik bersama, budak perempuanyang 
kafir, budak perempuan muslimah bagi yang menemukannya dalam jangka 
waktu yang lama, budak perempuan milik anak laki-laki dan budak 
perempuan milik dirinya sendiri, tuannya yang perempuan, ibu tuannya, 
perempuan yang tengah melakukan ihram haji, perempuan yang sakit, saudara 
perempuan istrinya, bibi istrinya dari pihak ibu, bibi istri dari pihak bapak, 
maka dia tidak boleh memadu istrinya dengan bibinya.
39
 
1. Wanita Yang Haram Dinikahi Untuk Selamanya (Abadi) 
Penghalang nikah yang bersifat abadi (wanita yang haram dinikahi 
selamanya) terbagi kepada yang disepakati dan yang diperselisihkan. Yang 








disepakati ada tiga, yaitu akibat nasab, besanan, dan susuan. Sedangkan 
yang diperselisihkan adalah akibat zina dan li‟an.
40
 
Mengenai ketiga hal yang disepakati di atas, Allah swt. berfirman 
dalam QS. an-Nisa‟ ayat 23 berikut: 
                        
                     
                     
                  
                          
                        
Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu 
yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-
saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang 
perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara 
perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak 
perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu 
dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum 
campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka 
tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) 
isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) 
mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang 
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 
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Berikut ini perincian masing-masing sebab di atas. 
a. Pengharaman karena hubungan nasab42 
1) Ibu. Termasuk dalam kategori ini adalah ibunya ibu (nenek) 
dengan segala tingkatannya, baik dari pihak bapak maupun ibu. 
2) Anak perempuan. Termasuk dalam kelompok ini adalah anak 
kandung maupun tiri, cucu, berikut dengan cicit dengan semua 
tingkatannya. 
3) Saudara perempuan. Saudara perempuan di sini adalah perempuan 
yang lahir dari orang tua yang sama, baik keturunan dari pihak 
ayah dan ibu maupun dari salah satu di antara keduanya. 
4) „Ammah. „Ammah di sini adalah bibi dari pihak ayah, perempuan 
yang menjadi saudara kandung ayah, atau saudara perempuan ayah 
dari keturunan salah satu orang tua ayah. „Ammah bisa juga 
ditunjukkan bagi saudara perempuan ibu, yaitu saudara ayahnya 
(nenek sepupu). 
5) Khalah. Khalah adalah bibi dari pihak ibu, perempuan yang 
menjadi saudara kandung ibu, atau saudara ibu yang perempuan 
dari keturunan salah satu orang tua ibu. Khalah bisa juga 
ditunjukkan bagi saudara perempuan ayah, yaitu saudara ibunya 
ayah (nenek sepupu). 
6) Anak perempuan dari saudara laki-laki. Mereka adalah 
keponakan, baik berupa keponakan kandung maupun tiri. 
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7) Anak perempuan dari saudara perumpuan. Mereka adalah 
keponakan, baik kandung maupun tiri. 
b. Pengharaman karena hubungan pernikahan43 
1) Mertua perempuan. Mertua perempuan adalah ibu dan nenek dari 
istri (baik nenek dari pihak ayah maupun ibu) dengan semua 
tingkatannya. 
2) Anak tiri. Anak tiri adalah anak perempuan dari istri laki-laki tadi 
yang sudah ia gauli. Termasuk dalam pengertian ini adalah anak 
perempuan istri dan cucu perempuannya (baik dari anak laki-laki 
maupun perempuan) dengan semua tingkatannya. 
3) Menantu perepuan. Menantu perempuan di sini adalah istri dari 
anak dan istri dari cucu (baik dari anak laki-laki maupun anak 
perempuan dengan semua tingkatannya). 
4) Istri ayah (ibu tiri). 
c. Pengharaman karena hubungan sesusuan44 
Hubungan susuan mengharamkan terjadinya pernikahan 
sebagaimana halnya hubungan nasab mengharamkan pernikahan. 
Pengharaman ini didasarkan pada QS. an-Nisa‟ ayat 23. Berdasarkan 
ayat di atas, ibu susuan menempati posisi yang sama dengan ibu 
kandung. Anak susuan haram menikahi ibu susuannya berikut 
keturunannya sebagaimana ia diharamkan untuk menikahi keturunan 
ibu kandungnya sendiri. Orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi 
berdasarkan hubungan persusuan adalah sebagai berikut. 
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1) Ibu susuan  
2) Ibu dari ibu susuan 
3) Ibu dari suami ibu susuan (mertua ibu susu) 
4) Saudara perempuan ibu susu 
5) Anak keturunan ibu susuan, baik dari pihak anak laki-laki maupun 
perempuan (cucu, dst.). 
6) Saudara perempuan sesusuan, baik dari pihak ayah dan ibu susuan 
maupun dari salah satu pihak saja. 
2. Wanita yang Haram Dinikahi Untuk Sementara (Temporal) 
Mereka adalah para perempuan yang haram untuk dinikahi dalam 
waktu sementara, karena sebab tertentu. Jika sebab tersebut hilang maka 
hilang juga pengharaman tersebut. Mereka itu ada lima jenis, yaitu 
perempuan yang ditalak tiga, perempuan yang terikat dengan hak suami 
yang lain akibat ikatan perkawinan maupun masa „iddah, perempuan yang 
tidak memeluk agama samawi, istri kelima bagi orang yang memiliki 
empat istri,
45
 dan menikah dengan dua wanita yang mahram.
46
 
Mazhab Hanafi menambahkan perempuan mulaa‟anah, yaitu 
perempuan yang dituduh telah melakukan zina oleh suaminya, atau dia 
menolak penyandaran nasab anaknya kepadanya. Lalu keduanya 
membawa persoalan ini kepada qadhi (hakim), dan keduanya saling 
melaknat di hadapan qadhi tersebut. Kemudian qadhi memisahkan 
keduanya, sehingga menjadikan perempuan tersebut haram bagi suaminya. 
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Jika ternyata si suami berdusta, dan si istri membebaskan dirinya dari 
tuduhan yang dilemparkan ke pada dirinya, menurut mazhab Hanafi dan 
Muhammad, perempuan tersebut boleh dikawini kembali oleh suaminya. 
Sedangkan jumhur berpendapat, perempuan tersebut haram 
baginya untuk selama-lamanya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam 




a. Perempuan yang ditalak tiga (thalaq bain qubra) 
Barang siapa yang mentalak istrinya dengan talak tiga, dia 
tidak berhak untuk kembali melakukan akad pernikahan dengan 
mantan istrinya tersebut. Kecuali jika mantan istrinya tersebut telah 
menikah dengan suami yang lain, dan telah digauli oleh suami barunya 
tersebut. Juga setelah berakhir masa „iddah darinya, dengan perceraian 
yang dilakukan secara sukarela, atau akibat meninggal dunia. Dengan 
demikian perempuan tersebut boleh kembali kepada suaminya yang 
pertama dengan melakukan akad perkawinan yang baru. Suami 
pertamanya tersebut kembali memiliki hak talak sebanyak tiga kali 
untuknya. 
b. Perempuan yang terikat dengan hak suami yang lain akibat ikatan 
perkawinan maupun masa ‘iddah 
Diharamkan menikahi perempuan yang berstatus istri orang 
lain, seperti juga diharamkan baginya menikahi perempuan yang 
sedang berada dalam masa „iddah dari pernikahannya dengan laki-laki 
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lain. Hal ini tidak lain demi menjaga hak-hak suami dari perempuan 
tersebut. Firman Allah dalam QS. an-Nisa‟ ayat 24: 
                 
Artinya: “dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang 
bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan 
perang) yang kamu miliki...”
48
 
c. Perempuan yang tidak memeluk agama samawi 
Agama samawi adalah agama yang memiliki kitab yang 
diturunkan, serta memiliki nabi dan rasul. Seorang muslim tidak boleh 
kawin dengan seorang perepuan musyrik. Yaitu perempuan yang 
menyembah Allah bersama Tuhan yang lain, seperti berhala, atau 
bintang-bintang, atau api, atau binatang. 
Yang juga memiliki kondisi ini adalah perempuan atheis atau 
materialis. Yaitu orang yang mempercayai materi sebagai tuhan serta 
dia mengingkari keberadaan Allah. Dia juga tidak mengakui berbagai 
agama samawi, seperti atheis eksistensial, al-Baha‟iyyah, dan al-
Qadiyaniyyah. Berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah 
ayat 221 berikut. 
                        
      
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Artinya: “dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang 




Mazhab Hanafi dan Syafi‟i serta mazhab yang lainnya 
memasukkan perempuan yang murtad ke dalam perempuan yang 
musyrik. Tidak ada seorang muslim atau kafir yang boleh 
mengawininya. Kesimpulannya, menurut kesepakatan fuqaha tidak 
boleh menikahi perempuan yang tidak termasuk ahli kitab, seperti 
watsaniyyah, yaitu perempuan yang menyembah berhala atau patung. 
Majusiyyah, yaitu perempuan yang menyembah api.
50
 
d. Istri kelima bagi orang yang memiliki empat istri 
Menurut mazhab ahli sunnah, seorang laki-laki tidak boleh 
menikah dengan lebih dari empat orang istri dalam satu waktu, 
walaupun dalam masa „iddah seorang istri yang dia talak. Jika dia 
ingin menikah dengan perempuan yang kelima, dia harus menceraikan 
salah satu dari empat orang istrinya. Dan dia tunggu sampai selesai 
masa „iddahnya. Setelah itu, dia kawin dengan orang yang dia 
inginkan karena nash al-Qur‟an tidak membolehkan seorang laki-laki 
melakukan poligami terhadap lebih dari empat orang istri dalam satu 
waktu.
51
 Hal ini berdasarkan firman-Nya dalam QS. an-Nisa‟ ayat 3 
sebagai berikut. 
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                      
                   
               
Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 
mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 
kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu 
takut tidak akan dapat Berlaku adil maka (kawinilah) 
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang 





Mengenai haramnya menikahi istri yang kelima jika salah satu 
istri masih dalam masa „iddah, Imam Asy-Syafi‟i berbeda pendapat 
tentang hal ini. Memurutnya sah pernikahan istri kelima dalam masa 
„iddah talak ba‟in karena terputusnya hubungan istri karena talak 
ba‟in. Dalam kondisi ini wanita yang dinikahi bukan yang kelima 
tetapi yang keempat, karena wanita tercerai ba‟in itu sudah keluar dari 
istrinya. Berbeda dengan wanita yang tercerai talak raj‟i, suami yang 
ingin menikahi untuk yang kelima disyaratkan telah habis masa 
„iddahnya istri keempat. Ia tidak halal menikah yang kelima sebelum 
habis masa „iddahnya karena ia masih dalam hukum istri. Talak raj‟i 
tidak menghilangkan kehalalan dan milik.
53
 
e. Menikah dengan dua wanita yang mahram 
Diharamkan laki-laki mengumpulkan dua perempuan 
bersaudara dalam sebuah ikatan; baik pernikahan maupun kepemilikan 
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melalui perjanjian (biasanya berlaku untuk budak). Juga diharamkan 
mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya; baik dari pihak 
ayah maupun ibu, serta mengumpulkan setiap perempuan yang 
memiliki hubungan kerabat dekat (mahram), meskipun salah satu dari 
yang berhubungan tersebut adalah laki-laki. 
Contohnya, seorang perempuan tidak boleh dinikahi bersama 
dengan anak perempuan dari saudara laki-lakinya (keponakannya). 
Barang siapa melakukan hal itu, maka ia telah melakukan dosa. 
Adapun yang berlaku pada zaman jahiliyah (pra-Islam), maka 
perbuatan tersebut diampuni dengan syarat tidak dilakukan kembali 
setelah mengetahui adanya larangan.
54
 
Dalilnya ialah firman Allah swt. QS. an-Nisa‟ ayat 23 berikut: 
                 
Artinya: “...dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) 




Larangan memadu perempuan yang memiliki hubungan 
mahram tak hanya berlaku di dalam pernikahan saja, namun berlaku 




C. Waktu yang Dilarang Menikah 
Waktu yang dimaksud di sini adalah saat-saat atau keadaan tertentu 
dimana seseorang tidak dibolehkan melangsungkan pernikahan ataupun akad 
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yang dilakukan pada saat itu dianggap batal atau tidak sah. Adapun waktu 
tersebut ialah sebagai berikut. 
1. Waktu Ihram 
Seorang yang sedang dalam keadaan berihram baik untuk haji atau 
umrah, dilarang menikah atau menikahkan orang lain. Begitu ibadah 
ihramnya selesai, maka boleh dinikahi.
57
 Dalam Ensiklopedi Fiqih Islam 6 
Kitab Munakahat disebutkan bahwa wanita dalam keadaan ihram (haji 
atau umrah) haram dinikahi hingga ia bertahallul.
58
 Apabila ia tetap 
melakukannya maka akad tersebut batal dan akibat hukum dari pernikahan 
tersebut tidak berlaku.
59




Larangan menikah saat ihram ini didasarkan pada hadis Nabi saw. 
berikut. 
ثََْا ُِ ٌَْحٍَى، قَاَه:َحذَّ ِْ َّافٍِغ،َؼيَىقََشْأذُ  ٌَْحٍَى ْت اىٍِل،َػ ٍْٕة، ػَ ََ َٗ  ِِ ِٔ ْت ٍْ ِْ ُّثَ
َِ أََّّ  َش ْت ََ ٍِْذ هللاِ، ُؼ ِِ ُخثٍٍَْش، أََساَد أَ ُػثَ ٍْثَحَ ْت َْْد َش َش تِ ََ َِ ُػ َخطَْيَححَ تْ ِّٗ ُْ ٌَُض
 َُ اٍََّْحُضُشَرىِنَ  فَأَْسَعَو إِىَى أَتَا ََ ْؼُد ْتُِْؼثْ َِ : َع ُ ، فَقَاَه أَتَا ٍُشاْىَححِّ ٍِ َ٘ أَ ُٕ َ٘
، ٌَقُُ٘ه: قَاَه َسُعُ٘ه هللاِ صَ  َُ َِ َػفَّا َُ ْت ا ََ :ُػْث ٌَ َعيَّ َٗ  ِٔ ٍْ ُ  ََل »يَّى هللاُ َػيَ ٌَِْْن
ََل ٌَْخطُةُ  َٗ  ، ُ ََل ٌَُْْن َٗ  ، ًُ ْحِش َُ  اْى
 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; 
Saya membaca di hadapan Malik dari Nafi' dari Nubaih bin 
Wahb bahwaUmar bin Ubaidillah hendak menikahkan Thalhah 
bin Umar dengan putri Syaibah bin Jubair, lantas dia mengutus 
seseorang kepada Aban bin Utsman agar dia bisa hadir (dalam 
pernikahan), padahal dia sedang memimpin Haji, lantas Aban 
berkata; Saya pernah mendengar Utsman bin Affan berkata; 
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Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang 





Para ulama Malikiyah menambahkan bahwa pernikahan dalam 
keadaan ihram batal sekalipun telah terjadi persenggamaan dan si 




2. Waktu ‘iddah 
„Iddah adalah hari-hari dimana wanita yang ditalak menjalani 
penantian dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap wanita yang 
berpisah dengan suaminya, baik karena ditalak ataupun karena suaminya 
meninggal dunia. Kewajiban idaah ini tidak berlaku pada wanita yang 
ditalak sebelum digauli suaminya.
63
 Wanita dalam masa „iddah haram 
dinikahi hingga selesai masa „iddahnya sebagaimana firman Allah swt. 
dalam QS. al-Baqarah ayat 235 berikut. 
                    
Artinya: “dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad 
nikah, sebelum habis „iddahnya.”
64
 
Terkait ayat di atas, Hamka dalam kitabnya Tafsir al-Azhar 
mengatakan sekalipun perempuan dalam masa „„iddah („„iddah 
meninggal) boleh dipinang dengan sindiran dan meskipun sudah ada 
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kesepakatan di antara keduanya, tetap saja tidak diperbolehkan melakukan 
akad selama masa „„iddah tersebut belum habis.
65
 
Keharaman menikahi wanita dalam masa „„iddah ini berlaku bagi 
semua jenis masa „„iddah, baik „„iddah talak raj‟i, talak, ba‟in, talak tiga, 
maupun „„iddah meninggal dunia. 
 
D. Pernikahan yang Dilarang 
Selain adanya larangan menikahi beberapa wanita karena sebab 
tertentu serta larangan menikah pada waktu tertentu, terdapat pula beberapa 
pernikahan yang dilarang dalam Islam. H.S.A al-Hamdani dalam bukunya 
Risalah Nikah Bagian Kelima (Perkawinan Yang Dilarang) menyebutkan tiga 
jenis perkawinan yang dilarang, yaitu nikah mut‟ah, pernikahan dengan  niat 
untuk mentalak, dan nikah tahlil.
66
 
1. Nikah mut’ah 
Nikah mut‟ah juga dinamakan nikah muaqqat. Artinya nikah untuk 
waktu tertentu atau nikah munqathi‟ (nikah terputus). Yaitu seorang laki-
laki menikahi perempuan untuk beberapa hari, seminggu atau sebulan. 
Nikah ini dikatakan mut‟ah, artinya senang-senang. Karena akadnya hanya 
semata-mata untuk bersenang-senang saja antara laki-laki perempuan dan 
untuk memuaskan nafsu, bukan untuk bergaul sebagai suami istri, tidak 
untuk membina rumah tangga dan mendapatkan keturunan. Nikah ini 
bertentangan dengan hukum-hukum al-Qur‟an tentang perkawinan, thalaq, 
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„iddah, dan waris karena dalam nikah ini tidak ada aturan tentang semua 




Pernikahan semacam ini disebut juga dengan kawin kontrak. 
Adapun hadis Rasulullah saw. yang mengharamkan nikah ini adalah 
sebagai berikut. 
 ُِ اِحِذ ْت َ٘ ثََْا َػْثُذ اىْ ٍذ، َحذَّ ََّ َح ٍُ  ُِ ثََْا ٌُُُّ٘ظ تْ ٍْثَحَ، َحذَّ ُِ أَتًِ َش ثََْا أَتُ٘ تَْنِش ْت َحذَّ
َص َسُعُ٘ه  ِٔ، قَاَه: َسخَّ ِْ أَتٍِ حَ، َػ ََ ِِ َعيَ ِْ إٌَِاِط ْت ٍٍْظ، َػ ََ ثََْا أَتُ٘ ُػ ِصٌَاٍد، َحذَّ
ٌَ َػا َعيَّ َٗ  ِٔ ٍْ ٌَّ ََّٖى َػَْْٖاهللاِ َصيَّى هللاُ َػيَ ْرَؼِح ثَََلثًا، ثُ َُ طَاٍط، فًِ اْى ْٗ ًَ أَ  
Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah 
telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad telah 
menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad telah 
menceritakan kepada kami Abu Umais dari Iyas bin Salamah 
dari bapaknya ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam membolehkan nikah mut'ah pada tahun Authas (tahun 





Keempat madzhab dan mayoritas para sahabat telah bersepakat 
bahwa nikah mut'ah dan sejenisnya merupakan pernikahan yang haram 
dan batil. Menurutparaulama Hanafiah, pernikahan semacam itu batal, 




Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kitabnya 
Fat-ul Mu‟in 3 menyebutkan, nikah tidak sah dengan dibatasi berlakunya, 
baik pembatasan waktu yang maklum atau tidak, sebab ada keshahihan 
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larangan dalam nikah mut‟ah (kawin kontrak), yaitu kawin yang dibatasi 
waktu pertaliannya, sekalipun seribu tahun. Dalam nikah mut‟ah, pihak 
laki-laki yang menyetubuhi wanitanya wajib membayar mahar, 




2. Akad dengan Niat Menthalaq 
Seorang laki-laki yang mengawini perempuan dan di hatinya ada 
niat untuk menceraikannya, hukumnya seperti nikah mut‟ah, akadnya batal 
meskipun para ulama sepakat menghalalkannya. Para ulama terutama 
tokoh-tokoh sahabat melarang adanya nikah mut‟ah tidak lain karena 
nikah hanya  untuk waktu tertentu, ini sama dengan nikah mut‟ah dan 
maksudnya adalah untuk menipu. Karena itu, lebih patut untuk dibatalkan 
dari akad waktu tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak, suami istri 
dan walinya. Perkawinan semacam ini hanyalah main-main dengan ikatan 




3. Nikah tahlil 
Yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh 
suaminya, yang karena talak tersebut suaminya diharamkan untuk rujuk 
kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain dengan tujuan 
menghalalkannya dinikahi lagi oleh suaminya yang pertama. Pernikahan 
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ini wajib dibatalkan dan wanita tersebut tidak halal bagi suami yang telah 
menalaknya dengan talak tiga, namun mahar tetap menjadi milik wanita 
tersebut jika telah digauli, dan keduanya wajib dipisahkan.
72
 
Nikah ini haram dan termasuk dosa besar apabila maksudnya untuk 
menghalalkan perkawinan seseorang dengan bekas istrinya yang telah 
ditalak tiga, baik dengan persetujuan bekas suaminya ataupun tidak, sebab 
semua perbuatan itu dinilai menurut niatnya.
73
 
Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa Islam terlalu suci dan mulia 
untuk memperbolehkan perempuan berhubungan dengan laki-laki yang 
tidak berkeinginan untuk menikah dan hidup bersama dengannya. Karena 
itu, pelaku pernikahan seperti ini adalah pelacur dan pezina, sebaimana 
julukan yang dilontarkan oleh para sahabat Rasulullah saw.
74
 Berikut 
beberapa hadis yang menerangkan nikah tahlil.
75
 
a) Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, 
ٌٍْش، َحذَّثًَِْ ثََْا ُصَٕ ُِ ٌَُُّ٘ظ، َحذَّ ُذ ْت ََ ثََْا أَْح ِِ   َحذَّ ٍش، َػ ٍِ ِْ َػا اِػٍُو، َػ ََ إِْع
  ً ِْ َػيِ اِػٍوُ   اْىَحاِسِز، َػ ََ ُْْٔ، قَاَه إِْع ُ َػ ًَ هللاَّ أَُسآُ  َسِض َٗ قَْذ َسفََؼُٔ إِىَى   : 
ًِّ َصيَّى َُّ  اىَّْثِ ٌَ أَ َعيَّ َٗ  ِٔ ٍْ ُ اىَّْثِ  هللاُ َػيَ َِ هللاَّ ٌَ قَاَه: ىََؼ َعيَّ َٗ  ِٔ ٍْ ًَّ َصيَّى هللاُ َػيَ
َحيََّو ىَُٔ  َُ اْى َٗ َحيَِّو،  َُ  اْى
 
Artinya:  “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah 
menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan 
kepadaku Isma'ildari Amir dari Al Haritsdari Aliradliallahu 
'anhu, Isma'il berkata; aku melihat ia merafa'kan hadits ini 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa Nabi 
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shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah telah 
melaknat muhallil
76






b) Ibnu Abbas ra. berkata bahwa ketika Rasulullah saw. ditanya tentang 
orang yang melakukan nikah tahlil, beliau bersabda,“Tidak termasuk 
pernikahan, kecuali pernikahan yang didasari oleh ketulusan 
(keinginan), bukan pernikahan yang didasari oleh tipuan dan upaya 
mempermainkan Kitab Allah swt. (al-Qur‟an) sehingga terjadi 
hubungan seksual (di antara merreka.)”
79
 
c) Umar r.a mengatakan, “Tidak ada laki-laki yang menikah tahlil dan 
sesuatu yang menjadi tujuannya yang dihadirkan di hadapanku, kecuali 
aku akan merajam mereka.” 
Ibnu Umar pernah ditanya tentang mereka (laki-laki dan 




4. Nikah Syighar 
Sayyiq Sabiq memasukkan nikah syighar ini ke bentuk pernikahan 
yang disertai syarat yang tidak dibenarkan. Syighar artinya kosong atau 
meninggalkan. Sebuah negara disebut sebagai baldah syaghirah apabila 
tidak ada kekuasaan atau pemerintahan yang mengaturnya. Dalam 
pernikahan, syighar berarti meninggalkan atau kosong dari mahar. 
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Yang dimaksud dengan nikah syighar adalah bahwa seorang laki-
laki menikahkan anak atau saudara perempuannya (yang berada di dalam 
cakupan perwaliannya) dengan laki-laki lain agar laki-laki itu juga 
menikahkannya dengan anak atau saudara perempuannya (yang berada di 
dalam kuasa perwaliannya), tanpa adanya mahar di antara mereka. Jenis 




Pernikahan seperti ini dilarang berdasarkan sabda Rasulullah saw. 
berikut. 
ُِ َسفِغٍ  ُذ ْت ََّ َح ٍُ ثًَِْ  اِق أَ   َٗ َحذَّ صَّ َِ َػْثُذ اىشَّ ثَ ِْ أٌََُّة َػِ َّافٍِغ َحذَّ ٌش َػ ََ ْؼ ٍَ ْخثََشَّا 
 ًِ ًْ اىِغَلَ ٌَ قَاَه ََل ِشَغَش فِ َعيَّ َٗ  ِٔ ٍْ ًَّ َصيَّى هللاُ َػيَ َُّ اىَّْثِ َشأَ ََ ِِ ُػ ِْ اْت  َػ
 
Artinya: “Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' telah 
menceritakan kepada kami Abdur Razzaq telah mengabarkan 
kepada kami Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar 
bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak 




Sementara itu Sayyiq Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah 
menyebutkan ada dua jenis pernikahan yang dilarang menurut agama, 
sebagai berikut. 
1. Perkawinan tanpa ikatan (kumpul kebo/ zina) 
Para pelaku kemungkaran beranggapan, “Jika hal itu dilakukan 
secara terselubung, maka tidak apa-apa. Namun jika sampai tersebar, 
maka hal itu tergolong sebuah aib.” Allah swt. berfirman, “... bukan 
                                                 
81
Sayyiq Sabiq, op. cit., hal. 517 - 518. 
82
Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysaburi, Shahih Muslim, (Beirut: 




(pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai 
piaraannya...” (QS. An-Nisa‟: 25).
83
 
2. Pernikahan silang  (tukar menukar istri) 
Berkata Abu Hurairah ra. bahwa yang dimaksud dengan 
pernikahan silang adalah seorang laki-laki yang berkata kepada laki-
laki lainnya, „Serahkan istrimu kepadaku untuk kukawini, maka kamu 




E. Tinjauan Umum tentang ‘Urf 
1. Pengertian ‘Urf 
Kata „urf berasal dari kata „arafa, ya‟rifu ( ٌؼشف -ػشف  ) yang sering 
diartikan dengan “Al-ma‟ruf” dengan arti “Sesuatu yang dikenal atau 
sesuatu yang baik”.
85
Kata „urf secara bahasa berarti sesuatu yang 
dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.
86
 
‟Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan 
merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun 
perbuatan. sebagian ulama usul fiqh, ‟urf disebut adat, atau adat kebiasaan. 
Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‟urf dengan 
adat (adat kebiasaan). Dalam istilah hampir tidak ada perbedaan 
pengertian antara 'urf dan adat, namun dalam pemahaman dapat diartikan 
bahwa pengertian „urf lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat, 
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karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa 
dikerjakan oleh kalangan masyarakat Adat merupakan hukuman tidak 
tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.
87
 
2. Pembagian ‘Urf 
Ditinjau dari segi sifatnya,„urf terbagi atas: 
a. ‘Urf Qauli 
Ialah 'urf berupa perkataan. Seperti perkataan al-walad, 
menurut bahasa berarti seorang anak, termasuk di dalamnya anak laki-
laki dan anak perempuan. Tetapi, dalam percakapan sehari-hari biasa 
diartikan dengan anak laki-laki saja. Lahmun (daging), menurut bahasa 
artinya daging, termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti 
daging hewan darat dan daging ikan. Dalam percakapan sehari-hari 




b. ‘Urf ‘Amali 
Ialah 'urf berupa perbuatan/ tindakan. Seperti kebiasaan jual-
beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual-beli. 
Padahal menurut syara', sighat jual-beli itu merupakan salah satu rukun 
jual-beli. Tetapi, karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat 
melakukan jual-beli tanpa sighat jual-beli dan tidak terjadi hal-hal 
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yang merugikan, maka shara' membolehkannya. Hal ini praktik dalam 




Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya'urf, terbagi atas: 
a. ‘Urf Shahih 
Ialah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak 
bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum 
melangsungkan akad nikah. Hal ini dipandang baik, telah menjadi 
kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara‟.
90
 




Begitupun dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang 
menggunakan sarung dan peci untuk shalat. Ataupun tradisi 
masyarakat membuat kue atau makanan ketika hari raya Islam, 
membawa kado atau hadiah pada acara walimatul „ursy (pesta 
pernikahan), dan kebiasaan lainnya yang tidak tidak bertentangan 




Contoh „urf yang sesuai dengan syariah Islam lainnya ialah 
kebiasaan masyarakat jahiliyah sebelum masa kenabian untuk 
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menghormati tamu, dengan memberi mereka pelayanan makan, minum 
dan tempat tinggal. Semua itu ternyata juga dibenarkan dan dihargai di 
dalam syariat Islam. Maka para ulama sepakat mengatakan bahwa „urf 




b. ‘Urf Fasid 
Ialah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena 
bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan 
sesajianuntuk sebuah patung atau tempat yang dipandang keramat. Hal 




Di masa Rasulullah SAW, „urf seperti ini misalnya kebiasaan 
buruk seperti berzina, berjudi, minum khamar, makan riba dan 
sejenisnya. Para ulama sepakat untuk mengharamkan „urf seperti ini, 
dan mengenyahkannya dari kehidupan kita.
95
 
Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya,'urf terbagi kepada: 
a. 'Urf 'Amm 
Ialah 'urf yang berlaku pada semua tempat, lokasi dan keadaan. 
Seperti memberikan hadiah (tip) kepada orang memberikan jasa 
kepada kita, mengucapkan terima kasih pada orang yang telah 
membantu kita dan sebagainya.
96
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b. 'Urf Khash 
Ialah 'urf yang hanya berlaku pada satu tempat, dan satu 
keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi-halal yang biasa 
dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap 
selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada 
negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.
97
 
3. Kehujjahan ‘Urf 
Di antara yang menunjukkan bahwa „urf adalah mu‟tabar ialah: 
a. Firman Allah dalam QS. al-A‟raf ayat 199 
                    
Artinya: “Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan 




b. „Urf  yang umum mengandung ijma‟ dan ijma‟ adalah khusus bagi ahli 
ijtihad, sedangkan „urf dalam hal ini meliputi ahli ijtihad dan orang 
selain mereka. 
c. Dicabutnya „urf dan adat kebiasaan manusia mendatangkan kesukaran 
yang besar, sedangkan kesukaran dalam syari‟at harus ditiadakan. 
d. Bahwa syari‟at datang menghapus sebagian „urf yang mengadung 
mafsadah dan mendatangkan „urf yang baru yang mengandung 
mashlahah dan menyisakan „urf yang di dalamnya ada kebaikan seperti 
menetapkan diyat (ganti rugi) pada perkara aqilah. Maka sesuatu yang 
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tidak dibatalkan syai‟at dari „urf-„urf dan tidak menyelisihi satupun 
dari kaidah syari‟at serta tidak menunjukkan akan makruhnya di setiap 
segi dari segala segi maka ia adalah mu‟tabar.
99
 
4. Kaidah-Kaidah yang Berhubungan dengan ‘Urf 
a.  ٌح ََ َحنَّ ٍُ  Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai landasan) اىَؼاَدجُ 
hukum).
100
 Ataupun kaidah اىؼادج ٍحنَح ٍا ىٌ ٌخاىف اىْص (adat 




b.  ُو ََ حٌ ٌَِدُة اْىَؼ اُه اىَّْاِط ُحّدً ََ تَِٖااِْعرِْؼ  (Perbuatan manusia yang telah tetap 
dikerjakannya wajib beramal dengannya).
102 
c. ا ذُْؼرَثَُش اىَؼاَدجُ اَِرا اْضطََشَدْخ اَٗ َغيَثَد ََ  Adat yang dianggap sebagai) اَِّّ
pertimbangan hukum itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku 
atau berlaku umum). 
d.  ُإِىَى اْىُؼْشفِ م ِٔ ٍْ َلَ اىيَُّغحَ ٌُْشَخُغ فِ َٗ  ِٔ ٍْ َلَظَاتِظَ ىَُٔ فِ َٗ ْطيَقًا  ٍُ ْشُع  ِٔ اىشَّ َسَد تِ َٗ ا  ٍَ وُّ   
(Setiap ketentuan yang diterangkan oleh syara‟ secara mutlak dan tidak 
ada pembatasnya dalam syara dan tidak ada juga dalam ketentuan 
bahasa, maka ketentuan itu dikembalikan kepada „urf).
103 
 
                                                 
99
Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqor, al-Wadhih fii Ushulil Fiqh, terj. Abu 
Ilyasin, (Pati: 2018),  cet. ke-1, hal.168-169. 
100
Ahmad Sanusi, Sohari, op. cit., hal. 84. 
101
Abdul Walid, Kumpulan Kaidah Ushul Fiqih, (Yogyakarta: Ircisod, 2014), cet. ke-1, 
hal. 155. 
102
Ahmad Sanusi, Sohari, op. cit., hal. 84. 
103




5. Syarat Diberlakukan ‘Urf 
Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi „urf 
yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu:
104
 
a. „Urf itu harus termasuk „urf yang sahih dalam arti tidak bertentangan 
dengan ajaran al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan 
di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri 
atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti 
ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik 
harta itu sendiri. 
b. „Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi 
kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. 
c. ‟Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan 
dilandaskan kepada „urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan 
hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu 
hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan 
punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus 
diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan 
pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf 
terjadi misalnya harus punya ijazah. 
d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan 
kehendak „urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad 
telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku 
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umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan „urf. 
Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh 
dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orangtuanya sebelum 
melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah 
sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah 
tanpa ada persyaratan terlebih dahulu melunasi maharnya. Dalam 
masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat 
yang berlaku. 
Selain ke empat syarat di atas, Raudhatul Adhawiyah dalam 
skripsinya menambahkan syarat lainnya yaitu:
105
 
a. „Urf itu mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini 
adalah kelaziman dalam „urf shahih yang dapat diterima secara umum. 
Contohnya ada suatu kebiasaan istri yang ditinggal mati oleh suaminya 
maka ia tidak akan kawin lagi untuk seterusnya meskipun ia masih 
muda belia. Mungkin ini dinilai baik oleh suatu adat daerah tertentu 
namun tidak bisa diterima oleh akal sehat. 
b. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syar‟iah, 
termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan 
kesulitan. 
c. Yang dianggap berlaku bagi perbuatan mu‟amalat, ialah adat kebiasaan 
yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir. Maka jika terjadi 
persetujuan atas harga barang dengan mata uang disebuah negeri 
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dimana berlaku mata uang pembayaran yang berlainan, maka jual beli 
dilakukan dengan pembayaran mata uang sirkulasi dan dengan 
pembayaran menurut kebiasaan yang galib pada waktu terjadinya jual 
beli, bukan dengan pembayaran mata uang yang sesudah itu terkena 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian yang Penulis paparkan dalam pembahasan 
skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Adat larangan menikah pada bulan Jumadil Akhir di Masyarakat Korong 
Sialangan Nagari Gunung Padang Alai merupakan adat yang telah 
dilakukan secara turun-temurun. Sehingga tradisi ini sudah mendarah 
daging dan menjadi suatu kepercayan bagi setiap masyarakat dalam  
melangsungkanpernikahan. Adat ini tidak diketahui asal usulnya secara 
pasti, namun diyakini bahwa dalam bulan ini tidak baik melangsungkan 
pernikahan dan memang tidak ditemukan pasangan yang melakukan 
pernikahan pada bulan ini. 
2. Adat larangan menikah ini dipatuhi oleh masyarakat Sialangan. Meskipun 
demikian, pernikahan pada bulan Jumadil Akhir tidak dilarang utuh. Jika 
tetap ingin melangsungkan pernikahan pada bulan ini ada beberapa 
persyaratan yang harus dipenuhi, yakni melakukan pencarian hari baik 
oleh tuangku dan ninik mamak. Jika hari yang dianggap baik tersebut telah 
ditemukan, maka pasangan yang mau menikah harus membayar sanksi 
adat terlebih dahulu. Terlepas dari sanksi yang ada, pernikahan di bulan ini 
tetap dianggap sah selama telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan 




3. Dalam tinjauan hukum Islam („urf), adat larangan menikah pada bulan 
Jumadil Akhir bisa menjadi adat yang fasid atau batal karena adanya 
keyakinan bahwa pernikahan pada bulan ini menyebabkan 
ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, sanksi dari 
pelanggaran terhadap adat ini dinilai menyulitkan dan dapat memutus 
silaturahmi antar sesama. Keduanya tentu tidak sesuai dengan syariat. 
Meskipun demikian, adat ini tidak bisa dihilangkan seutuhnya dalam 
kehidupan masyarakat Sialangan karena adat ini telah dijalankan dan 
diakui secara menyeluruh. Agar adat ini dapat dijadikan sebagai suatu 
pertimbangan hukum maka adat ini mengehendaki adanya suatu 
perbaikan, baik dalam hal kepercayaan maupun dalam hal sanksinya. 
 
B. Saran  
Setelah Penulis menguraikan pembahasan skripsi ini, maka Penulis 
ingin menyampikan beberapa saran yang mungkin ada manfaatnya bagi kita 
semua. Adapun beberapa saran tersebut antara lain:  
1. Adat larangan menikah ini hendaknya tetap dipertahankan oleh masyarakat 
dan tokoh adat Korong Sialangan demi menjaga tradisi yang telah ada 
dengan catatan menghilangkan segala unsur yang mengandung 
kemusyrikan dalam pelaksanaannya. Disinilah peran ulama setempat 
untuk mengarahkan dan membimbing agar masyarakat selalu berada di 





2. Kepada tokoh adat dan ninik mamak setempat hendaknya menghilangkan 
bentuk denda yang dirasa memberatkan masyarakat. 
3. Diharapkan Skripsi ini dapat menambah wawasan keilmuan baik bagi 
Penulis maupun pembaca lainnya. Untuk ini kritik dan saran yang 
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Untuk informan penelitian 
 
1. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari mengetahui tentang adanya larangan 
menikah pada bulan Jumadil Akhir (bulan caghai)? 
2. Bagaimana sejarah (latar belakang) adanya larangan menikah pada bulan 
Jumadil Akhir (bulan caghai)? 
3. Bahaimana bentuk larangan menikah pada bulan Caghai ini? 
4. Apakah memang tidak ada pasangan yang melangsungkan pernikahan 
pada bulan Caghai ini? 
5. Adakah syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pasangan yang 
tetap ingin menikah pada bulan ini? 
6. Apakah ada sanksi adat bagi pasangan yang tetap melangsungkan 
pernikahan pada bulan ini?  
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